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BUPATI SUKAMARA
FROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

TAHIIN ANGGARAN 20312
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIA ESA
EUPATI BUKAMARA,

bahwa untuk melakszanakan ketentuan Pasal 311 ayare (1)
Undang-Undang Womer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhiv
dengan Undang-Utikdang Womor 9 Tahun 2015 tentang
Pernbahan Kedua Atas Undatg-Undang Nomor 23 Tahan 2014
lentang Permnerintahan Daseahb Jdan Pasal 104 Avat [1) Peraluran
Permenniah  Nomor 12 Tabhun 2009 lenlang  Peogelolaan
Keusangan Dacrah, Bupat wanb menpgukan Eancangsn
Peraturan Dacrah icntang Anggaran Pendapatan dan Belanga
Dacrah (APBIY Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwalolan
Ralkyat Dacrah [(DPRED] untuk memperolch  perschajuean
bersama:

.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah {(APBDY yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada hurof a, meropekan pervujudan
dari Mencana Kerja Pemerintah Daeraly Tahoun 2022 vang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umnum APBD secta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementata yang lelah disepaloal;

»bahws bepdasarkan perimbangan scehagmmana demaksud  peda

hurnul a dan hurnal b, perlu menetapkan Peraturen Doerah 1eniang
Anggaran Pendapatan dan Belanpa Daersh Tohun Angearan 20022,

.Pasal 18 ayat B Undanp-Undang [Dasar Negarm ERepublik

Indonesia Tehun 1945:

- Undang-Undang Nemer 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten  Katingan, Kebupaten Seruyan, Kabupaten
Sukatare, Kabupafetn Lamandau, Kabupaten Pulang Fisau,
Kabuparen Guoung Was, Kabupaten Murung Rava dan
Eabupaten Banto Timur i Propins Kalimantan  Tengeh
(Lembaran Wegaras FHepublibk Indonesis Tahun 2002 Nomaor 15,
Tambahan Lembaran Negara RBepublik Indonesia Nomor 4 1B0);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Kevangan

MNegara (Lembamman Negara Bepublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendoharaan

Negara [Lembaran Nepara Bepublilk [ndonesia Tamin 2004 Nomor
5, Tambalhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4355);
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. Undang-Undang Nomor 15 Tabhun 2004 tentang Permenksaan

Fengelolaan dan Tangging Jawab Keuangsn Nepara (Lembaran
Mepata Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor B, Tambahan
Lemberan Negura Hepublik Indonesia Nomor 4400);

-Undang-Undang Nomer 25 Tabun 2004 tentang Sisiem

Peréncanaan Pembangunan  Nasional  [Lembaran  Negaras
Republik lndonesia Tzhun 2004 Momor 104, Tatbahan
Lembaren Megara Republik Indonesia Nomeor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangen Antara Pemermtah Pusal dan Pemenntahan Dacrah
[Lembaraty Negara Fepublik Indoncsia Tahun 2004 Nomeor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undeng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daersh

dan Eelrnbust Dserah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Neomeor 130, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomeor 50499

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuban

Feraturan Perundang-Undangan (Lembaran Nepara Republik
[ndonesia Tahwn 2011 Momor 82, Tembahan Lembsran Nogara
Republik Indonesia Nomor 5234} scbapaimans ielah diabah
denpan  Undang-Undang Nomor 153 Tahun 2019 tentang
Perubiahan Atas Undanp-Undanpg Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentuken Peraturan  Perundanp-Undanpan [Lembaran
MNepgara Republik [ndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomeor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintshan
Daeral: [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 5387)
sebagaimane telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Momotr 9 Tahun 2005 tentaneg Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Nepara Eepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor
o8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentanp Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomar 65373);

Peramiran  Pemernitah  MNomor 109 Tahun 2000 fentang
Kedudukan Kenangan Kepala Deerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 2140,
Tumbahan Lembaran Nepara Bepublik Indonesia Nomor 4028];

Peraturan Pemerinish Nomor 29 Tahun 2005 tentang Dana
Penmbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembsran Negara Republik lndonesia
MNomor 4375),

-Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi  Kevangan Daerah  |Lembgaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomeor 457&), zebapaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Persturan Pemerintah MNomor 56 Tahun 2005
Sistem Informesi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indotiesia Tahun 2010 Nomew' |10, Tambahan Lembaran Negara
BRepublik Indonesia Momor 2132);
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Feraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 (entang Pelaporan
Kevangan dan Kinera Instansi Pemenntah (Lembaran Negara
Republik [Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4614;

FPeraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tenteng Standar
Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negars Repuhlik
Indonesia Nomor 51653);

Feraruran Pemerntah Nomor 18 Tahan 2017 tentanp Hak
Keuangan dan Admonisicalil Pimpinan dan Angeota Dewan
Perwakilan ERaloyvar Dacrah  (Lembaran  Megara  Republik
Indenesia Tahun 2017 Nomeoer 106, Tambahan Lembaran Negara
Ecpublik Indoncsia Nomor 6057);

Peraturzn Pemenntah Nomer 2 Tahbun 2018 tontang Standar
Pelayanan Minimal [(Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2018 Namaor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor &178];

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tehun 2018 tenteng Pinjaman
Dacrah [Lemmbaran Negara Repubdik Indonesia Tahun 2018
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor S0449);

Permturan Pemenntah Nomoer 12 Tahun 2019 tenlang
Penpelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negaran Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republilk indonesia Nomeor 6323),

Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman  Pengelolaan Investasi Pemerintalhh Daerah  |Berita
Negpara Eepublik Indonesia Tabun 2012 Nomor 7od);

Peraturan Menter) Dalam Wegeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Hlasifikasi, Kodefikasi dan DNomenklatur  Perencatipatt
Pembangunan dan Heuangan Daerah (Benls Negara Republhik
[ndonesia Tabun 2019 Nomor 14%7);

Peraturan Menteri Dalam Mepen Nomor 77 Tabhun 2020 tentang
Pedaman Teknis Pengelolasn Kenangan Daerah (Benta Negara
Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menler Dalarn Negeri Nomor 9 Tehun 2021 tentang
Tala Cara Ewvaluast Rancangen Peraturan Daerah Tentang
Anggaran  Pendapatan Dan Belanja  Dazergh, Rancangan
Pcraturan Dacrah Tentang Perubahan Anpgaran Petdepatan
Dan Bclanja Dacrah, Rancangan Peraturan Kepals Daerah
Tentang Penjabaran Angparan Pendaputan Dan Belanja Daerah,
Can Rancangan Peraturan Kepala Dacrah Tenlang Penjabmwaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanga Daerah. [Benia
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431},

Peramuran Menteri Dalam Negerl Nomer 27 Tahun 2021 tenlang
Pedoman  Penyusunan Anggaran  Pendapatan dan  Belanjg
Daerah  Tabhun Anggaran 2022 (Benta Negara  Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
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2. Peraluran Dacrah Kabupaten Sukamara Nomotr 4 Tahun 2000
tentang Pokol-Pokok Pengelolaan Kewanpan Dacrsh (Lembaran
Dacrah Kebupsten Sukesmara Tahun 2009 Nomor  4),
sebagaimana telah diubuh dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubohan Atas
Perawmiren Daorsh Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 200%
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran
Ducrah  Kabupaten Sukamara Tahun 20017 Namaor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamars Womaor 49);

27, Peraturan Dacrah Kabupaten Bukamara Nomar & Tahun 2016
tentang Pembenrakan dan  Susunan  Perangkar  Daerah
Kabupaten Bukemara (Lembatran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2016 Nowmer 6, Tambahen Lembaran Dacrah Kabupaten
Bukamara NWomoer 49), scbhagaimana telah diubah dengan
Peratutan Daerah Kabupatlen Sukamara Nomor & Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Sukamara Nomor
& Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Busvnan Perangkat
Dacrah Kabupaten &7);

28, Peraturan Daerzh Kabupaten Sukemara Nomeor 2 Tahun 20109
tentang Rencana Pembangunan Janglka Menengabh Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2015-2023 (Lembarsn Dacrah
Kabupaten OSukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambsahan
Letbaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);

Dengan Pergetujuan Bersama
DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN SUHAMARA
dan
BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGOARAN 2022,

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -

1.
2.

Dasrah adalah Kabupaten Sukamata.
Pemerintah  Daerah  adalab Kepala Daetah sebagal unsur  penyelenpgeara
Fetnerinlahan Dasrah yang memimpin pelaksonasan urusen pemernntaban yang
menjadl kewesnanpan dacrah otonom.

. Kenanpan Daerah adalah scemua hak dan kewajiban Dacrah dalam rangka

penyelenpgaraan Pemenntzhan Dacrah yvang dapat dinilal dengan uvang serta
scgala bentuk kekayvaan vang dapat dijadikan milik Daerabh berhubung dengan
hak dan kewajiban Daerah tersebut.

. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruban kegintan vang meliputi

perocncanasan, poenganggaran, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,
pertanggungjawaban, dan penpawasan Keuangan Daerah.

. Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rabkyat deerah yang berkedudukan =ebapgai  unsur
penyelengpara Pemerintalian Deerah.

. Bupati adalah Bupati Sukamara.
CUrusan  Pemetintahan  Wajib  adalah Urasan  Pemerintahan  yang  wajib

disclenggarakan oleh semus Dasrah.

v
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- Pelayanan Dasar adalah pelaysnan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar

WATYA MEEHra.,

CAnpgaran endapatan dan Belanja Deerah yang selanjulnys disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahynan Daetah,
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakul sebagal penambah
nilai kekavaan bersib dalatm periode lahun angesran yang bersanglutan,

-Belanja Daerah adalab semua kewajiban Pemerintah Dacrah yvang dialmi sebagai

pengirang rila kekayaan bersih dalam penode tahun anggaran berkenaan.
Pernbiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali danjatau
pengelusran yang akan diterima kembali, baillr pada tabun anggaran yeang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dana Transicr Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah wvntuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanal
kebutuhan Dasrah dalam rangka pelaksunsan deseniralisssi,

Dana Transfer Khusas adalsh dane vang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan 1uan untuk membantu mendanal kegiatan khusus, baik hsik
mulpun nenisik yeng merupakan urusan Daerah,

. Danza Bag Hasil yang sclamjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber

dari pendapatan tertentu APBMN yvang dialokasikan kepada Daerah penghasil
berdasarkan anpgka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokesi Umum yang selanjutnya disingkal DAU adalah dana yang
ersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan myjuan pemerstagn
kemampuan keuatgan atlar-Daerah untuk mendanal kebulvuban Daerah dalam
rangka pelolcsanaan Desentralisasi.

Drans Alokast Khusus vang sclanjuinya disingkat DAK adalah dans vang
bersumber dan pendapatan AFBN vang dialokasikan kepada Dacrah tertentu
dengan byjuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merapakan
Urusan Pemenntahan yang menjadi kewenangan Dacral,

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanal kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam
1 [satu) ahun angparan.

Kebiakan Umgm APRD vang selanjainya cdhsmplatl KUA adalab dokumen yang
rnemuat kebijrkan bidang pendapatan, belanja, den Pembiayaan serta asumsi
VHME Mendasannyd untuk penoedes 1 [saru) tshun.,

.Prionta® dan Plafon Angparan Sementara vang sclanjutnya disingkal PPAS

adalah program poontas dan batas maksimal anggaran yang dibenkan kepada
perangkat Dacrah uniuk setiap program dan kegatan scbagal acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat dacrah.

.Rencana Kerja dan Angparan Satuan Kerja Peranpkat Dasrah, yang sclanjuinya

disingkat RKA SKPD adalagh deokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD etau dokumen veng memuat rencana pendapatan, belanja, dan
Pembiayvaan SKPD yang melaksanakan hangst bendahara umum daerah yang
dipunakan selrwal dasar peny usunan rancangsn APBL.

Dokumen  Pelaksanaan  Anegaran Satuan Ketga Peranghat  Daerabh yang
sclanjutnya disingkat DPA SKPD adalah deoloumen yang memuat pendapsatan dan
belanja SKFD atap dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pcmbiaraan SKPD yang mclak=anakan fungsi bendahara wmum dasrall yang
dipunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran olel pengguna anggaran,

Siza Lebih Perhitungan Anpgaran vang selanjutnya disebut S5iLPA adalah sclisth
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sclama 1 [sabu] pernode
ATggarar,

Tabun Anggaran 2022 adalah masa 1 [satu) whun terhitung mulal dan tanggeal |
Januari sampal dengan 31 Desember 20232
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Pazgal 2

APBD terdin ates Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daergh.

APELD} Tahun Anpggaran 2022 berjumlah Rp. 896087 .087.921 00 [Enam ratus
sembilan puluh enam milyar sembilan ralus delapan pulub tujuh juta delapan
puluh tupuh ribu sembilan ratus dua puluh satu ropiah), terdiri atas

Fendapatan Daerah, Belanja Daersh, dan Pembiavaan Daerah dengan tincian
scbagal beriloat:

a. Pendapatan Daerah Rp 633.379.317 496,00
b. Belanja Daerah Rp_ 6R1.879.587.021 00
Jumlah Surpluz/ [Deflisit} Rp  {48.600,270,425,00)
i, Pembiayaan Dacrah:
1. Penerimaan Pembiayaan Baerah Rp 6170777042500
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 15, 107 500 000,00
Pembiayaan Nelto Rp  48.600.270.425,00
Hiza Lebih Pembiayvaan Anpgaran
Tatmn Berkenaan [STLPA) Rp O, )
Pasal 3

Pendapatan Daerah daerah direncanakan scbesar Bp. 633.279.317 456,00 [Enam
ratus tga puluh tipa milvar dua rams tujull pulubh sembilan juta tige ratus ajuh
belas mhu cmpat ratus sembilan puluh enam rapiah), yang bersumber dari

A,
b.
£

{1]

2]

[3)

[}

[

Pendapatan Asli Dacrah,
Pendapatan Transler;
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud delam Pezal 3 horof a
direncanolan sebesar terdiri deri jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah;

h. Retrilius Daeraly

o, Haml Penrelolaan Kekayesn Dacrah vane Dipisahkaen;

d. Laun-laun Pendapatan Asl Dacrah yang Sah,

Pajak Dacrah =cbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a direncanakan
sebesar Rp 5801 000 000 085 (Lima milvar delapan ratus sembilan pulul sati
Jula rupriah).

Eetribusi Dasrah sebageimena dimaksugd pada evat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp2.411,807 864,00 [Dua milvar empat ratus sebelas ra delapan
ratus wjuh rbu delapan ratus enam puluh empatl tupiah),

Husil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang Dipisabhloan sebagaimana dimaksagd
pada ayab [11 bl ¢ direncanakan sebesar B 11,726 285 782,00 (Sehelas
milyar tuuh ratus dua puluh cneam juta dua ratus delapan poalub enam eibu
tujuh ratus deldpan puluh dua rupiah].

Lain-lain Pendapatan Asli Dzerah vang Sah sebagaimana dimaksud peda
avdt (1] huruf d direncanakan sebesar Rp.o21,215, 144,934,000 [Dua puluh sato

milyar tpa ratus hma belas juta seretus erppal pulub empal b sembilan
ratus figa puluh cmpat rupiahl.

¥]
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Pagal 5

Pendapatan  Transfer sebagaimana dimaksud dalam Tasal 3 huruf h
direncanakan sebesar Bp. BE1.858 287 916,00 (Lima ratus delapan pulub saty
mulyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh rujuh
ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas -

a. Pendapalan Trensfer Pemernintah 1Musat;

b. Petidapatan Transfer Antar Daerah,

Pendapatan Transfer Pemenntah Pusat sebagaimana dimeksud pada ayad (1)
hurul o direcncanakan sebesar Rp. 539,698 066 000,00 (Lima ratus lima puluh
sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juts enam pualilth enam
rupiahy).

Fendapatan Transler antar Daersh sebagaimana ditpakswd pada ayat (1)
huruf b direncanakan aeltwsar Rp.22.160.221.9164,00 {Dua puluh dua milyar

seratus enam puluh jura dua ratus dua paluh satu nbu sembilan ratus conam
bBelas imgmah).

Pasal &

Lam-laim Pendapatan Daerah Yang Sabh scbapaimana dimaksud dalam Pasal 3
hurud ¢ direncanakan sebesar Rp 1007678000000 [(Scpuluh milyar tujul pulizh
enam Juia fujuh ratus sembilan pulub ribu rupieh) vang terdiri atas Lain-lain
Pendapatan.

(1)

(1)

[Z}

[3)

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Angearan 2022 direncanakan  sebesar
Rp681 879587 .92 1,00 (Enam ralus delapan puluh satu tilyar delapan ratus
yuh pulubh sembilan jutd [ima ratus delapsn puluh tujuh nobu sembalan ratus
dua puluh satu ruplah) vang terdin atas :

a. Belanja Operasi Ep 402 903,123,502 00

b. Belanpa Modal Rp 109,454, 824.715,00

c. Belanja Tidak Terduga Ep 10,503 738,218 00

d. Belanja Transfer Ep 59.012.001 386 00
Pasal 8

Angearan Belanja Qperasional sebagaimana dimalksud dalawm Pasal 7 huaruf a
sehesar Rpo 492.903.123.502,00 {[Empat ratus seenbilan pulubh doua milyar
semblan ratus delapan juts seratus dus pulubh bga mbuy lima tatus doa
rupiah), vang terdin dan jenis belanja:

a_ Belanja Pegawai Rp 244, 142,649, 753,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 204.679.389,374 ()
k. Belanja Subsidi Rp 00, G000, (0
c. Belanja Hibah Rp 36,606.624.375,00
d. Belanja Bantuan Sosial Ep 6.679. 400,000, 0

Belanja Pegawal sebagaimana dimkasud pada avat (1) huraf a direncanakan
sebesar Rp. 244 142 649 753,00 (Dua ratus empat puluh empat milyar seralus
empat puluh dua juta epam ratms empat puluh Sembilan nbua tyuh mlus o
puluh riga rupiah).

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural b
direncanakan sebesar BEp. 204 679 389,374,000 (Dua ratus cmpat milyar enam
ratus tujuh pulub sembilan jute biga retus delapan puloh Sembilan nibu bea
ratus tjuh plkub emmpat oupah).

¥il
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Belunja Subsidi sebagaimany dimaksud pada avat (1) buru ¢ direncanakan
schesar Rp BO0L000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

Belanje Hibab sebagaimana pada ayat (1) huraf d direncanakan sebesar
Rp 36.6056.624.375,00 (Tiga puluh enam milyar enam ratus enam juta enatn
eAlL1s dua puluh cmpat ribw tiga ratus tajuh puluh ima rupiah).

Belanja Bantuan Sosial sebagaimans dimaksud pada ayat (1) huref d
direncanakan sebesar Rp. 6.679.460,000,00 (Enam milyar enam racos tujuh
puluh sembilan juta empat ralus enam puluh ribu rupiah).

Puaal 9

Anpgara Belanja Modsel scbupaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 109,454 824 715 (Seratus sembilan milvar empat
tafs ima puluh empat puta delapan ratus dua puluh empat by WGjuh retus
lima belas rupiah) yang terdiri atas

a. Belanja Modal Tanah Rp 2.923.5921.100,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Ep 14 0F03.605,721,00
c. Belanja Modal Gedung dan Batwunan Ep 286253440 482 00
d. Belanja Moda) Jalan, Jaringan dan Idgasi Ep £3.691_.386.432,00
€. Belanja Mola] Aset Tetap Laannva Ep 143.4&1.980,00
Betanja  Modal Tanah sebapaimana dimaksud pada ayat {1] huruf a

ditencanakan scbesar Bp, 2,923 921 100,03 (Dua milyar sembilan ratus dua
puluh tips juta gembilan rats dua puloh sam ribo seratus rapiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimeksud pade ayvar [1)
huruf b dircncanakan sebesar Rp. 1407060572100 [(Empat belazs milvar
tujuh puluh juta enam ratus lima b wjuhl ratus dua puluh satu rupiahy,

Belanja Maodal Banpunan dan Gedung schagaimana dimaksud pada aval [)
burmif ¢ direncanakan sebesar Bp, 28.625.440 48200 [Dua puluh delapan
oilyAr epEam ralus duy pulub lima juta empat ratus empat puluh sembilan nbu
el ratus delapan puluh dua rupiah).

Belanja Modal Jalan, Jannpsn, dan Ingasi schapeumana dimaksud pada ayat
(1} hurul d direncanazkan sebesar REp. 63.691.386.432,00 [Epam puluh tupa
milyar enam ratus sembilan pelubh satu juta tiga rams delapan puluh cnam
ribu ernpat ratus tiga puluh dua rupish).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pads avat (1) hami ¢
direncanaken sebesar Rp. 14346198000 (Seratus empat puluh tiga juta
ermpat ralus enatm pulubh saly nbal sernbilan ralls delapan puliuh rapiah |

Pagal 10

Angparan Belanja Tidak Terduga scbagaimana dimaksud delam Pasal 7 hural o
dircncanakan secbesar Rp 10.502.738.318,00 [Scpulubh milyar lima ratus Uga jula
tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang rerdin
atas Belanja Tidak Terduga.

(1)

Pasal 11

Angparan Belanja Transfer sebapaimane dimaksaud dalam Pasal 7 hurof d
direncanakan sebesar Rp.a9.012 901 386,00 [Enam puluh sembilan milyar dua
Irelas juta sembilan ratus set ribyg tiga ratus delapan pulubh enam rupiah},
yunag lertht slas

&, Belanja Bagl Hasil Bp B35 B17 486,00

b. Belanja Bantuan Keuangun REp 08 177 08380, 00

viii



(£} Belarya Bagl Hasil sebagairmana dimaksud pada evat (1) hurul a direncanakan
scbesar Rp. 535.817,486,00 {Delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus
tujuh belas ribu empat ratus delapan pulub enam rupiah).

(3} Belanja Bantuun Keuangan sebeagaimana dimeksud pada ayat {1) huruaf b
ditencanakan scbesar Bp. 68.177.083.900,00 [Enam pulab delapan milyar
seratus tujul pulub tujuh juta delapean puluh tiga ribu Sembilun mtus rupiah).

Fagal 12
Angearan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas -
a. Pcnerimaan Pembiavaan Dacrah Rp 63, 707, 770.425,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Ep 135, 107, 500,00, 00

Pembiayaan Metio Rp 48,600,270 425 00

Paaal 13

(1] Anpgaran Penerimaan Pembiavaan Daerah sehagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a direncanakan sehesar Hp, 93,707 .770.4253,00 (Enam puluh tige
milyar tujuh ratus tjub jula tujub ratus tojuh puluh ribu empat ratus dua
puluh lima rupiah) yang terdin atas .

a. Sisa Lebih Perhitungsn Anggaran Dacrah
Tahun Sckelumnya [SiLPA} Rp B3, 777 70,425,00

2] 3isn Lekih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan sebesar Rp, 63,707, 770.425,00

(Enam puluh tpa mulyar tujubh ratus najuh juta tajuh cats tub puluh dbo
empat ratus dua puluh lima mapiabl.

Pasal 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayvasan Dacrah scbagaimana dimak=swud dalam
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Ep, 15, 107.500.000,00 (Lima belas
milyar seratus tujuh juta lina ratus ribu mpiah, vang terdivi atas

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp ©.000. 000 000,50
b. Penyertaan Modal (lovestasi) Pemerintab Deerah Rp 0,107, 500,000,060

2] Pembentukan Dana Cadangan sehagaitoana dirmaksud pacda ayvat (1) hurwf a
direncanakan sebesar Bp, 0.000,000.000,00 [(Enam milvar rupiah)-

(3 Penyertaan Modal Daerah sebapaimana dimaksud pads ayac [1) harad b
direticanakan sehesar Hpo 9.0107.500.000,00 [(Sembilen milyar seratus wjuh
Juta bma ratus nbu rupiah).

Pasal 15

[1} Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belarnja Daerah
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 48 600 270.425,00 [Empat pulah
delapan milyar enam ratus juta dua refus mjuh puluh ribn empat ratus dua
ruluh lima ramah).

[2) Pembiayaan Netto vang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 48 600.270.425,00 [Empat
puluh delapan mikyar enatm ratus juta due ratus tujuh puiuh ribu empat Fatus
dua puluh lima napiatig.

Pazal 16

(1) Dalam keadasn darural, pemerintzh dacrah dapatl melakukan pengelueran
yang belum terscdia angegarannya, yang selanputnya  didsulkan  dalamn
rancangan perubahan AFEL.

1



(2] Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayvat [1) sekuranp-kurangnya
rnemenuhn kniteria sebapal berkuat:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aklivitas pemcrintah daersh cdan
tidak dapal diprediksikan sebelumnya:

b. tidak diharupkun terjadi secara berulang,

c. berada diluar kendali dan pengaroh Pemerintah Dacrah, dan

o. mémiliki dampak yang signifikan (crhadap anpgaran dalem  tangka
permulihan yang disebabltan aleh keadaan darurat,

(3) Pendanaan keadaan dearurar yang belun torsedia anpggarannva sebagnimana
dimaksud pada ayat (2] dapat menggunakan belanja tidale terduga.

(4} Dalam hal belanja tidak terdups tidak menculipr dapat dilakukan dengan cars:
a. menggunakan ana dan hasil penjadwalan ulang capaian targel kinera

program dan kegratan lainnya dalam tabun anggaran berjalan; danfatau

b. metnanigalkan wang kas yang tersedia.

(1) Pengeluaran schagaimana dimaksud pada ayat [2) termasak belanja untuk
keperluan mendesak yang kriterienva ditetapkan dalam Perdturan Daersh
tentang APBID.

(B} Kritcma belanja untuk keperluan mendesak schagaimana dimaksud pada
ayat (3 mencakup:

a. program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia delam rahun angearan begalan; dan

b kepecluan mendesak lainpya vang apabila ditunda akan menimbulkan
kerngian yang lebih besar bagl Pemenintah Dacrah dan masyarakat.

(71 Perpacdwalan Ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalem
tahun =anpgaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat [4) buead a
dilormulasikan terlebih dahulu dalam DFPA-SKPD.

(8) Pecndanaan keadaan darurat uniuk kegiatan sebagaimana dirmeksud pada
ayat (2} difsrmulosiken cetlebibh Jdabulo dalem RKA-BEPD, kecuali untuk
kebutuhan tanggap dararat bencana.

(4} Belanja kelbuluhan (angeapn derural bencana sebegmamana dimsdosud pada
ayat (&) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belania tidak terchaga.
[13Relanja kebuivhan tangegap darural bencana sebagaimana dimaksud pada
ayal [8) dipunakan banya untuk pencanan dan penyelamatan korban bencana,
periolonpgan darurat, ovabkussi kerban bencana, kebutuhsan air bersih dan
sanitasl, panpan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan, tcmpat
hunian sementara serta keperluan lain sesual dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

[11)Tata cara pelaksanaan, penatavsahaan, dan pertanggunpjawaban belana
kebutuhan tanpggap darmirat bencana aebagaimane dimabksud pada ayat {10)
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Zetelah pemyataan tanggap damirat bencana gieh kepala daerah, kepala
SKPTD} vang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan
Fencand Kebuluhan Belanja (RKE) langgap darural bencana kepada PPKD
sciaktu BUD;

b, PPKD selaku BUD mencairkan dana anggap darurat hencana kepada Kepala
SHPD vang meclaksanakan fungs: penanggulangan bencana palng lambar |
(satu) han kena terhitung sejak ditenmanya REE;

¢. Pencairan dana tanggap darurat bencans dilakukan dengan mekamsme TU
dan dizerahkan kepada bendahara penpeluaran SKPD yang melaksanakan
funpsi penangmalangan bencana;

d. Penggunaan dana tangpap damrat bencana dicalal pada Buku Kas Umim
terscndiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SEPD yang melaksanakan
funpsi penanggulangan bencana,

e. Kepala SKFD vang melaksanakan fungsi penanpgulangan  hencanag
hertanggung jawab secara lisik dan kevangan terhadap pengeunasn dans
Langgap darurat bencana vang dikelolanya, dan



[. Perlanggungjawaban atas penpgunsan dana  tanggap darurat bencana
disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan lungsi penanggulangan
bencana kepada PPED dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran vang
sah dan lengkap atau surat pemyataan tanggung jawab belanja.

(12] Dalam hel keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APRDS,
pemerinlah dacrah dapat melakubkan  pengeluaran vang  belum  tersedia
angearennya, dan pengelueran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
HIIEEHTATL,

(13 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat [12) hanya berlaku dalam
keadaan terjadi bencana alam dan bencana non alam.

(14)Dasar pengeluaran uniuk kegiatan-kegiatan sebageimana dimaksud pada
ayat [12] difortnulasikan terlebih dahulu dalam RKA-ZKPD untuk dijadikan
dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPED setelah memperoleh persctujuan
Selretaris Dacrah.

[15) Pelaksanaan penpcluaran untuk mendanai kepaten dalam keadaan darurat
sebapaimena dimaksud pada ayar (2] dan ayal [5) terlebih dabadu diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasnl 17

Uraian lebib lanjul APBD schagaimana dimalisud dalam Pasal 2, tercatitum clalam
Lampirsan yang merupakan bagian tidak terpisehkan dari Peraluran Daerah ini,
terdin dari:

a. Lampiranl Ringkasan APBD vang Diklasifikas Menurul Kelompok dan Jenis

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. Lampiran 1l Ringkazan  APBD  yang  Diklasfikasi  Menurut  Urusan
Pemerintahan Draerah cdan Crrganisasi;
c. Lampuran Il Rincian  APBD  menurat Urusan Pemenontahan Daerah,
Organisasl, Program, Hegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d. Lampiran 1Y Rekapitulasl Helanja menorot Urusan Pemernintahan Daevah,
Crganisasi, Propram dan Kepiatan Beserta llazil dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran,
€. Lampiran ¥V Rekapitulazi Belamja Taerah  Untuk  Keselarasan  dan
Keterpaduan Urusaen Pemerintahan Deerab dan Fungst dalam
Kerpnghka Pengelolaan Kenangan Negars;
Lampitan VI REekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VII Sinkrenisas Program pada EPJMD dengan Rancangan APBLY;
Lampiran VIII Smkrenisas Program, Keglatan den Sub Kepatan pada EKPD
dan PPAS denpan Eancangan APBDY
Lampiran X Sinkrenisasi Program Prionitas Nasional dengan Prniontas Dacrah;
Lampiran X Daltar .lumlah Pegawsai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran XI Daftar Pigtang Daerah;
Lampiran X[! Daltar Penyertaan Modal [[nvestasi] Daeraly;
. Lampiran K Daltar Perkiraen Penambahen dan Penpgurengan Aset Tetap
Daerah dan Aset Tetap Lainnyva;

n. Lampirsn XI Dafler Sub Kematan Tahun Angparan Selbelumnya yang Bbelam
diselesmikan dan dianggarkan kembali dslam Tehun Anggaran
yung dircncanakan;

Lampiran XN Daltar Dans Cadangan Daerah; dan

p. Lammran Xl Daftar Piojaman Dacrah.

>
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Pasal 18

Bupati aenetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD scbagri landasan
(tperasional pelaksanaan APBD.
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Pasal 19

Peralursn Daerah ini mulai berlalou pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaien Sukamara.,

Ditetaplian di Sukamara
pada tanpeal 2% Desemnber 2021

BUFPATI STHKAMARA,

tid

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Bukamara
padda tangeal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUKAMARA,

ktd

RENDY LESMANA

LEMBARAN DAERAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATREN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 02,115/2021
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esybi dengan gslinya
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PENJELASAN
ATAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUHAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2032

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

UMM

Hafiwsa berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Angsaran Pendapatan dan Belanja Daerah
[APBDY sctiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD dizusun
gesual dengan keburuhan penyclenggaraan pemerintahan dan kemampuan
pendapatan  dacrah  dengan  berpedoman  kepada REKPD  dalam  rangka
mewujudkan pelayanan kepada tnasyaraket dan mempunyal fungsi ooorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokesi, distribusi, dan stabilizasi seria diletaplkan
dengan peraturan daerah.

Dalam penyusunatt APBD Tabun Anggarmn 2022 Pemerintah Daerah
retap Konaisten mernenubl empal ansearan mancdaton Wams vaion pendidilean,
keachatan, anpgaran dana desa, dan belanja dana transfer umum  untuk
pemulihan ekonomi

Sclain i, menginpat Tahun 2022 masih dalam maza pandemi COVID-19,
dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 Pemenntah Daerah juga totap
mengalokasikan angparan vang memadai untuk penanganan pandermni Vs
Coronea, terutama dukungan dalam pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

FPasal 1
Culup jalas.

Pusal 2
Cukup jelas,

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup pelas.

Pasal 5
Cukup jelas,

Paszal &
Culup clas.

Pazal 7
Cukup jclas.

Pasal 8
Cukuyp jelas.

Posal 9
Cukup jelas.

KL



Pazal 10}
Culoup jelas,

Fanal 11
Cukup jclas

Pasal 12
Culup jelas.

Pasal 1.3
Cukup jelas,

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Culkufp jelas.

Pasal 16
Cultup jelas,

Posal 17
Cukup jelas.

I'azal 18
Cukup jelas.

Paszal 19
Cukup jelas,
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